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A.DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang .
Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- 1
Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang Menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negera,
Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
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Wakil Bupati, serta Wall Kola dan Wakil Wall Kota
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Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan
Jadwal Pemillhan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupat, serta
Wallkota dan Wakil Walikota Tahun 2024,

Imbauan

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan
Wakll Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wallkota dan Wakil Wallkota
Tahun 2024 dan dimulainya tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wallkota Tahun 2024 serta
dalam rangka mewujudkan pemilihan yang bermartabat dan berkualitas dengan
menjalankan  tugas pencegahan pelanggaran pemilihan, sehingga
terlaksananya pemilihan yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Wallkota Menjadi Undang-Undang, khususnya dalam hal mencegah terjadinya
pelanggaran terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional
Indonesla (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Pejabat
Negara dan Pejabat Lainnya maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Musi Rawas
Utara menyampaikan beberapa hal sebagal berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2023, “Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut
Pegawal ASN adalah pegawali negeri sipil dan pegawai pemerintah
dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina
kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau
diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan
peraturan perundang-undangan”,

2. Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2023, “Pegawal ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua
golongan dan partai politik",

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2023, “Pegawal ASN berperan sebagal perencana, pelaksana, dan pengawas
penyelenggaraan fugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional
melalui pelaksanaan kebljakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas
darl intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsl, kolusi, dan nepotisme”,

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) huruf g Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2023, “Pemberhentian tidak atas permintaan sendini bagi
Pegawal ASN dilakukan apabila melakukan pelanggaran disiplin tingkat beraf’,

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) huruf j Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2023, ‘Pemberhentian tidak atas permintaan sendiri bagi

Dipindai dengan CamScanner

_


https://v3.camscanner.com/user/download

Pegawai ASN dilakukan apabila menjadi anggota dan/atau pengurus partal
politik™,

6 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2023, “Pegawai ASN yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi
Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota
Dewan Perwakilan Daerah, gubemur dan wakil gubemur, bupati/walikota dan
wakil bupati‘wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis
sebagai Pegawai ASN sejak ditetapkan sebagai calon”,

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf n angka 5 Peraturan Pemerintah
Nomor 94 Tahun 2021, “PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon
Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon
anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah,
atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara membuat
keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah
satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye”,

8 Bahwa berdasarkan kelentuan Pasal 5 huruf n angka 6 Peraturan Pemerintah
Nomor 94 Tahun 2021, “PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon
Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon
anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah,
atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara
mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan
calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa
kampanye meliputi perfemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian
barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan
masyarakat”

9  Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5§ huruf n angka 7 Peraturan Pemerintah
Nomor 94 Tahun 2021, “PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon
Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon
anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah,
atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara memberkan
surat dukungan disertai fotokopl Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan
Tanda Penduduk”,

10 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang- Undang
Nomor 34 Tahun 2004 “Prajurt dilarang feribat dalam kegiatan menjadi
anggota Paral Politik dan kegiatan politik praktis”,

11 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2002, “Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam
kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis”,

12 Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun
2024, penyelenggaraan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dilaksanakan mulai
dari pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan sampai
dengan pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih
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